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Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi 

Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum 

(Pembimbing: Jamri, S.H., M.H dan KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H) 

 ABSTRAK  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang tegas 

mengenai kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap 

peserta didik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan 

fungsi pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan profesi 

guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik, menganalisis 

urgensi pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum, serta merumuskan 

konsep ideal pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 

deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, 

interpretatif, dan argumentatif dengan menggunakan penalaran deduktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat 

pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai kewenangan guru dalam 

memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mengatur secara khusus bentuk, 

batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik, sedangkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan 

penafsiran yang luas terhadap tindakan disiplin yang dilakukan guru. Kondisi 

tersebut mengakibatkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi guru 

dalam menjalankan fungsi pembinaan peserta didik. Oleh karena itu, pengaturan 

kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik memiliki urgensi yang 

tinggi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi guru 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Adapun konsep ideal yang dapat 

diwujudkan adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang 

secara khusus mengatur bentuk, batasan, dan mekanisme pemberian sanksi 

mendidik oleh guru berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga 

tercipta kepastian hukum yang berkeadilan bagi guru maupun peserta didik.  



 

xii 

 

The Urgency of Regulating Teachers’ Professional Authority in Imposing 

Educational Sanctions on Students from the Perspective of Legal Certainty 

(Supervisors: Jamri, S.H., M.H. and KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H.) 

ABSTRACT 

This research is motivated by the absence of explicit regulations 

concerning teachers‟ professional authority to impose educational sanctions on 

students, resulting in legal uncertainty in the implementation of guidance and 

disciplinary enforcement within educational institutions. 

This study aims to examine the regulation of teachers‟ professional 

authority in imposing educational sanctions on students, analyze the urgency of 

such regulation from the perspective of legal certainty, and formulate an ideal 

concept for its regulation from the perspective of fair legal certainty. 

This research is a normative legal study with a descriptive-analytical 

nature, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary 

legal materials obtained through library research. The analysis of legal materials 

was conducted descriptively, interpretatively, and argumentatively using 

deductive reasoning. 

The results of the study indicate that there are currently no explicit and 

comprehensive regulations governing teachers‟ authority to impose educational 

sanctions on students. Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and 

Lecturers does not specifically regulate the forms, limitations, or mechanisms of 

educational sanctions, while Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection 

gives rise to broad interpretations of disciplinary measures carried out by teachers. 

This condition creates a legal vacuum and legal uncertainty for teachers in 

carrying out their role in guiding students. Therefore, regulating teachers‟ 

authority to impose educational sanctions is highly urgent in order to provide legal 

certainty and legal protection for teachers in performing their professional duties. 

The ideal concept that may be implemented is through the amendment of Law 

Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers or the enactment of a new 

law specifically regulating the forms, limitations, and mechanisms of educational 

sanctions imposed by teachers based on the principle of lex specialis derogat legi 

generali, thereby creating fair legal certainty for both teachers and students. 


